
CAUSA Jurnal	Hukum	dan	Kewarganegaraan	
Vol	4	No	6	Tahun	2024	

Prefix	doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461	ISSN	3031-0369	

  
  

 
 

 

GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) SEBAGAI SENJATA AMPUH 
UNTUK KONSUMEN MELAWAN PELAKU USAHA CURANG 

 
Andhika Nugraha Utama1, Prama Tusta Kesuma2, Farahdinny Siswajanthy3 

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan 
Alamat e-mail : andhikanugrahautama@gmail.com 1, ramatusta08@gmail.com 2, 

farahdinny@unpak.ac.id 3 
 

ABSTRACT 
Group lawsuits in Indonesia are an important instrument in protecting consumer rights. 

This mechanism allows consumers who have been harmed to obtain justice, even though they 
are large in number and not easy to identify individually. Despite the challenges, the benefits 
of class actions are clear in terms of access to justice, efficiency of the legal process and impact 
on companies. Increased public awareness, simplification of legal procedures, financial 
support, and training for lawyers are needed to increase the effectiveness of class actions. 
With these steps, it is hoped that group lawsuits can be more effective in protecting consumer 
rights in Indonesia. 
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ABSTRAK 
Gugatan kelompok di Indonesia merupakan instrumen penting dalam 

melindungi hak-hak konsumen. Mekanisme ini memungkinkan konsumen yang 
dirugikan untuk mendapatkan keadilan, meskipun jumlahnya banyak dan tidak 
mudah untuk diidentifikasi secara individual. Meskipun terdapat banyak 
tantangan, manfaat gugatan kelompok jelas terlihat dalam hal akses keadilan, 
efisiensi proses hukum, dan pengaruh terhadap perusahaan. Peningkatan 
kesadaran publik, penyederhanaan prosedur hukum, dukungan finansial, dan 
pelatihan bagi pengacara diperlukan untuk meningkatkan efektivitas gugatan 
kelompok. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan gugatan kelompok dapat 
lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. 

 
Kata kunci : Gugatan Kelompok,   Perlindungan Konsumen, Akses Keadilan. 
 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Di Indonesia, perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai 
tantangan, termasuk praktik curang oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen. 
Praktik curang ini dapat berupa produk yang cacat, harga yang tidak wajar, iklan 
yang menyesatkan, atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam 
banyak kasus, konsumen yang menjadi korban sering kali tidak memiliki sumber 
daya atau pengetahuan yang cukup untuk melawan pelaku usaha secara individu. 
Kondisi ini menjadikan konsumen rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan 
dalam transaksi komersial. 

Gugatan kelompok (class action) adalah mekanisme hukum yang dapat 
membantu mengatasi masalah ini. Gugatan kelompok memungkinkan sekelompok 
konsumen yang memiliki kepentingan serupa untuk menggugat pelaku usaha 
secara bersama-sama. Dengan bergabung dalam satu gugatan, konsumen dapat 
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menggabungkan sumber daya dan kekuatan hukum mereka untuk menghadapi 
pelaku usaha yang memiliki sumber daya lebih besar. Gugatan kelompok dapat 
menjadi alat yang ampuh untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah 
praktik curang oleh pelaku usaha dengan memberikan efek jera melalui sanksi 
hukum yang signifikan. 

Gugatan kelompok telah diakui di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, 
Australia, dan Kanada. Di negara-negara ini, gugatan kelompok telah terbukti 
efektif dalam memperjuangkan hak-hak konsumen dan menegakkan keadilan.1 
Misalnya, di Amerika Serikat, gugatan kelompok telah digunakan dalam berbagai 
kasus besar, termasuk kasus produk cacat, penipuan konsumen, dan pelanggaran 
hak-hak konsumen lainnya. Gugatan kelompok tidak hanya memberikan ganti rugi 
kepada konsumen yang dirugikan tetapi juga memaksa pelaku usaha untuk 
mengubah praktik bisnis mereka agar lebih etis dan sesuai dengan hukum. 

Di Indonesia, meskipun gugatan kelompok belum secara eksplisit diatur 
dalam undang-undang, terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mendukung 
gugatan kelompok. Misalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk 
menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, Pasal 1365 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang perbuatan 
melawan hukum, yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengajukan 
gugatan atas kerugian yang disebabkan oleh praktik curang pelaku usaha. 

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, prinsip-prinsip dasar seperti 
tanggung jawab perdata, ganti rugi, dan perlindungan hak-hak individu dapat 
diterapkan dalam gugatan kelompok. Tanggung jawab perdata pelaku usaha dapat 
ditegakkan melalui gugatan kelompok, di mana sekelompok konsumen yang 
dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian 
yang mereka alami. Gugatan kelompok ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen 
yang dirugikan tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen 
dan mendorong pelaku usaha untuk bertindak lebih bertanggung jawab. 

Selain itu, peran lembaga-lembaga perlindungan konsumen seperti Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat 
penting dalam mendukung upaya gugatan kelompok.2 Lembaga-lembaga ini dapat 
memberikan bantuan hukum, edukasi, dan advokasi kepada konsumen yang ingin 
mengajukan gugatan kelompok. Dengan adanya dukungan dari lembaga-lembaga 
ini, konsumen dapat merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk 
memperjuangkan hak-hak mereka melalui gugatan kelompok. 

Secara keseluruhan, gugatan kelompok merupakan mekanisme yang penting 
dan perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sistem hukum Indonesia. Dengan 
memperkuat regulasi dan menyediakan dukungan yang memadai bagi konsumen, 
gugatan kelompok dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak-hak 
konsumen dan mencegah praktik curang oleh pelaku usaha. Pengembangan 
gugatan kelompok juga dapat berkontribusi pada terciptanya pasar yang lebih adil 
dan transparan, di mana hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi. 

. 
 

 
1 Yasin, Muhammad. “Disharmoni Pengaturan Class Action di Indonesia.” hukumonline.com, 

https://hukumonline.com/stories/article/lt5feb2a60a59dc/disharmoni-pengaturan-class-action-di-indonesia/. 
2 “Permendag No. 82 Tahun 2020.” Database Peraturan | JDIH BPK, 

http://peraturan.bpk.go.id/Details/160362/permendag-no-82-tahun-2020. 
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Identifikasi Masalah 
Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penitilian ini 
akan dibahas antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas mekanisme gugatan kelompok dalam melindungi hak-hak 
konsumen di Indonesia? 

2. Bagaimana sistem hukum perdata di Indonesia mengakomodasi gugatan kelompok 
dalam kasus perlindungan konsumen? 

3. Apa dampak dari penerapan gugatan kelompok terhadap perilaku pelaku usaha 
dan perlindungan konsumen di Indonesia? 
 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi sejauh mana gugatan kelompok dapat memberikan perlindungan 
yang efektif bagi konsumen dari praktik curang pelaku usaha, serta 
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

2. Menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat digunakan sebagai 
dasar hukum untuk gugatan kelompok, serta mengidentifikasi kekosongan hukum 
atau celah hukum yang perlu diatasi. 

3. Mengukur efek jera dari gugatan kelompok terhadap pelaku usaha yang 
melakukan praktik curang dan mengkaji perubahan perilaku pelaku usaha serta 
manfaat yang dirasakan oleh konsumen akibat penerapan mekanisme tersebut. 
 

B. Metode Penelitian 
Metode penelitian dalam penulisan ini akan menggabungkan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang efektivitas 
gugatan kelompok dalam melindungi hak-hak konsumen di indonesia. Pendekatan 
kualitatif akan mencakup studi literatur dan analisis dokumen hukum seperti kitab 
undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) dan undang-undang perlindungan 
konsumen untuk memahami kerangka hukum yang ada serta mengidentifikasi 
kekosongan atau celah hukum yang perlu diatasi. Selain itu, wawancara mendalam 
dengan ahli hukum, praktisi advokat, dan perwakilan lembaga perlindungan 
konsumen seperti badan perlindungan konsumen nasional (BPKN) dan yayasan 
lembaga konsumen indonesia (YLKI) dan badan penyelesaian sengketa konsumen 
(BPSK) akan dilakukan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang 
tantangan dan peluang dalam penerapan gugatan kelompok di indonesia. 
Pendekatan kuantitatif akan mencakup survei terhadap konsumen yang pernah 
mengalami kerugian akibat praktik curang pelaku usaha untuk mengukur dampak 
langsung dan tidak langsung dari penerapan gugatan kelompok terhadap mereka. 
Analisis data sekunder dari kasus-kasus gugatan kelompok yang telah terjadi di 
indonesia dan negara lain juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan 
hasil yang dapat dijadikan referensi. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan 
memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan dampak gugatan 
kelompok, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan 
konsumen di indonesia. 

 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Efektivitas Mekanisme Gugatan Kelompok Dalam Melindungi Hak-Hak 
Konsumen Di Indonesia 
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Mekanisme gugatan kelompok (class action) adalah salah satu instrumen 
hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen. Di Indonesia, 
gugatan kelompok memungkinkan sekelompok orang yang mengalami kerugian 
serupa akibat tindakan atau kelalaian pihak tertentu untuk mengajukan gugatan 
bersama. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan dan 
efisiensi penyelesaian sengketa. 

Di Indonesia, dasar hukum gugatan kelompok terdapat dalam Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan 
Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA ini memberikan panduan mengenai 
prosedur, persyaratan, dan pelaksanaan gugatan kelompok, serta bertujuan untuk 
memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. 

1. Akses Keadilan yang Lebih Baik 
Gugatan kelompok memungkinkan individu yang mungkin tidak memiliki 

sumber daya untuk mengajukan gugatan sendiri untuk tetap mendapatkan 
keadilan. Dengan bergabung dalam gugatan kelompok, biaya dan risiko litigasi 
dapat dibagi di antara banyak penggugat. 
2. Efisiensi Proses Hukum 

Gugatan kelompok memungkinkan penyelesaian banyak klaim serupa 
dalam satu proses pengadilan, yang mengurangi beban pengadilan dan 
menghemat waktu serta biaya bagi para pihak yang terlibat.3 

3. Pengaruh Lebih Kuat Terhadap Perusahaan 
Ketika dihadapkan dengan gugatan kelompok, perusahaan cenderung lebih 

serius dalam menangani keluhan konsumen karena potensi dampak finansial dan 
reputasi yang signifikan. Ini dapat mendorong perusahaan untuk memperbaiki 
praktik mereka dan meningkatkan perlindungan konsumen. 

 
Tantangan dan Keterbatasan Gugatan Kelompok 
1. Kesadaran dan Pemahaman Konsumen 
Banyak konsumen di Indonesia yang belum sepenuhnya memahami hak-

hak mereka atau prosedur gugatan kelompok. Ini dapat membatasi jumlah gugatan 
kelompok yang diajukan. 

2. Kompleksitas Prosedural 
Meskipun PERMA 1/2002 telah memberikan kerangka dasar, pelaksanaan 

gugatan kelompok sering kali rumit dan memerlukan pengetahuan hukum yang 
mendalam. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi konsumen yang ingin 
mengajukan gugatan tanpa bantuan hukum yang memadai. 

3. Biaya dan Sumber Daya 
Walaupun biaya litigasi dapat dibagi di antara anggota kelompok, tetap saja 

diperlukan sumber daya awal yang cukup untuk mengumpulkan bukti, membayar 
pengacara, dan menutupi biaya lain yang terkait dengan proses hukum. 

4. Ketidakpastian Hasil 
Proses hukum di Indonesia terkadang bisa memakan waktu lama dan 

hasilnya tidak selalu dapat diprediksi. Hal ini dapat mengurangi motivasi 
konsumen untuk terlibat dalam gugatan kelompok. 

 
Berikut beberapa contoh kasus gugatan kelompok yang berhasil di 

Indonesia: 
• Salah satu contoh gugatan kelompok yang signifikan di Indonesia adalah kasus 

pencemaran lingkungan oleh PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat. 
 

3 Website Pengadilan Negeri Kuningan. https://www.pn-kuningan.go.id/hal-gugatan-perwakilan-kelompok-
class-action.html. 
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Gugatan ini diajukan oleh masyarakat yang terdampak terhadap pencemaran 
lingkungan yang diakibatkan oleh operasi pertambangan. Kasus ini menunjukkan 
bahwa gugatan kelompok dapat digunakan tidak hanya dalam konteks 
perlindungan konsumen tradisional, tetapi juga dalam isu-isu lingkungan yang 
lebih luas. 
 

• Kasus Gugatan Kelompok terhadap PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada 
tahun 2003, sekelompok nasabah Bank Mandiri menggugat bank tersebut karena 
adanya praktik penarikan dana nasabah tanpa persetujuan. Mahkamah Agung 
memutuskan bahwa Bank Mandiri harus membayar ganti rugi kepada para 
nasabah. 
 

• Kasus Gugatan Kelompok terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero). Pada tahun 
2007, sekelompok penumpang Garuda Indonesia menggugat maskapai tersebut 
karena adanya praktik pembatalan penerbangan secara sepihak. Mahkamah Agung 
memutuskan bahwa Garuda Indonesia harus membayar ganti rugi kepada para 
penumpang. 

 
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa mekanisme gugatan kelompok 

dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. 
 

Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait 
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

OJK memiliki peran penting dalam melindungi konsumen di sektor keuangan. 
Mereka dapat membantu mengedukasi konsumen mengenai hak-hak mereka dan 
mendukung proses gugatan kelompok. 

2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 
BPKN bertugas untuk mengadvokasi hak-hak konsumen dan dapat menjadi 

sumber informasi dan dukungan bagi konsumen yang ingin mengajukan gugatan 
kelompok. 

3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
LBH dapat menyediakan bantuan hukum gratis atau berbiaya rendah bagi 

konsumen yang tidak mampu membayar jasa pengacara, sehingga lebih banyak 
konsumen dapat mengakses mekanisme gugatan kelompok. 
 

Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Gugatan Kelompok 
1. Peningkatan Kesadaran Publik 

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk 
meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan mekanisme 
gugatan kelompok melalui kampanye pendidikan dan sosialisasi. 

2. Penyederhanaan Proses Hukum 
Reformasi prosedural untuk menyederhanakan proses gugatan kelompok 

dapat membantu mengurangi kompleksitas dan biaya yang terkait dengan 
pengajuan gugatan. 

3. Dukungan Finansial 
Penyediaan dana atau mekanisme pendanaan alternatif untuk mendukung 

gugatan kelompok dapat membantu mengatasi hambatan biaya. 
4. Pelatihan dan Sertifikasi Pengacara 

Pelatihan khusus dan sertifikasi untuk pengacara yang menangani gugatan 
kelompok dapat meningkatkan kualitas representasi hukum dan memastikan 
bahwa konsumen mendapatkan bantuan yang kompeten. 
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2. Sistem Hukum Perdata Di Indonesia Mengakomodasi Gugatan Kelompok 

Dalam Kasus Perlindungan Konsumen 
 

Sistem hukum perdata di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan ruang bagi mekanisme 
gugatan kelompok, atau yang lebih dikenal dengan class action, untuk melindungi 
hak-hak konsumen. Hal ini menjadi langkah maju dalam upaya memberikan 
keadilan bagi konsumen yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha. Gugatan 
perwakilan kelompok memungkinkan sekelompok konsumen yang mengalami 
kerugian serupa untuk bersatu dalam satu gugatan hukum yang lebih kuat dan 
efektif. 

 Dalam pasal 46 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang gugatan 
perwakilan kelompok, di mana sekelompok konsumen yang memiliki kesamaan 
permasalahan dengan pelaku usaha dapat mengajukan gugatan bersama-sama 
melalui perwakilan. Ketentuan ini membuka peluang bagi konsumen yang secara 
individual mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan pelaku usaha 
besar. Gugatan kelompok ini juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksana dan 
yurisprudensi yang memperkuat posisi konsumen di pengadilan. 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM) juga 
diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wakil kelompok dalam 
mengajukan gugatan ini. Kehadiran LPSKM diharapkan dapat membantu 
konsumen yang mengalami kesulitan dalam mencari kuasa hukum atau dalam 
mengurus proses gugatan. LPSKM dapat menyediakan dukungan hukum, 
administrasi, dan logistik yang diperlukan untuk mengajukan gugatan kelompok. 
 
Syarat-syarat Gugatan Perwakilan Kelompok 

Agar gugatan perwakilan kelompok dapat diterima di pengadilan, harus 
memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : 
1. Kesamaan Fakta dan Hukum 

Terdapat kesamaan fakta dan hukum antara wakil kelompok dan anggota 
kelompoknya. Hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam gugatan 
memiliki permasalahan yang serupa dengan pelaku usaha. Kesamaan ini 
mencakup jenis kerugian yang dialami, produk atau layanan yang menjadi sumber 
masalah, dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. 
2. Jumlah Anggota Kelompok 

Jumlah anggota kelompok cukup banyak dan tidak mudah untuk 
diidentifikasi secara individual. Biasanya, jumlah minimal anggota kelompok 
ditentukan oleh peraturan mahkamah agung atau putusan hakim. Misalnya, 
gugatan kelompok mungkin memerlukan partisipasi minimal 20 hingga 50 
konsumen, tergantung pada kompleksitas kasus dan keputusan pengadilan. 
3. Kepentingan Hukum yang Sama 

Kepentingan hukum dari wakil kelompok dan anggota kelompoknya sama. 
Artinya, semua pihak yang terlibat dalam gugatan memiliki tujuan yang sama 
dalam menyelesaikan permasalahan dengan pelaku usaha. Kepentingan hukum ini 
bisa berupa kompensasi finansial, perbaikan layanan, atau perubahan kebijakan 
pelaku usaha yang merugikan konsumen. 
4. Gugatan untuk Kepentingan Bersama 

Gugatan diajukan untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk 
kepentingan pribadi wakil kelompok. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 
gugatan benar-benar bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen secara 
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keseluruhan.4 Gugatan harus mencerminkan kepentingan kolektif dari semua 
anggota kelompok, dan bukan hanya keuntungan bagi segelintir individu. 
 
Proses Penyelesaian Gugatan Perwakilan Kelompok 
 

Proses penyelesaian gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 
Gugatan Perwakilan Kelompok. Secara umum, prosesnya meliputi : 
1. Pendaftaran Gugatan 

Wakil kelompok mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri yang 
berwenang. Pendaftaran ini harus dilakukan dengan menyertakan dokumen-
dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa gugatan tersebut memenuhi 
syarat-syarat gugatan kelompok. Dokumen tersebut meliputi daftar anggota 
kelompok, bukti kerugian, dan argumentasi hukum yang mendasari gugatan. 
2. Sidang Pendahuluan 

Hakim akan memeriksa kelengkapan gugatan dan menentukan apakah 
gugatan memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Pada tahap ini, hakim akan 
memeriksa apakah gugatan tersebut memiliki kesamaan fakta dan hukum, jumlah 
anggota kelompok yang memadai, dan kepentingan hukum yang sama. Hakim 
juga akan mengevaluasi apakah gugatan diajukan untuk kepentingan bersama dan 
bukan hanya untuk kepentingan pribadi wakil kelompok. 
3. Pemanggilan Tergugat 

Tergugat, dalam hal ini pelaku usaha, dipanggil untuk menghadiri 
persidangan dan memberikan jawaban atas gugatan. Pemanggilan ini dilakukan 
melalui surat resmi dari pengadilan, yang mengharuskan pelaku usaha untuk 
memberikan tanggapan resmi terhadap tuduhan yang diajukan. 
4. Proses Persidangan 

Hakim memimpin jalannya persidangan, mendengarkan keterangan para 
pihak, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Proses persidangan ini dapat 
berlangsung dalam beberapa sesi, tergantung pada kompleksitas kasus dan jumlah 
bukti yang harus diperiksa.5 Selama persidangan, kedua belah pihak (penggugat 
dan tergugat) akan diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, memanggil 
saksi, dan memberikan argumen hukum. 
5. Putusan Pengadilan 

Hakim akan menjatuhkan putusan yang berisi tentang apakah gugatan 
diterima atau ditolak, serta sanksi yang harus diberikan kepada pelaku usaha jika 
terbukti melakukan pelanggaran. Putusan ini juga dapat mencakup perintah untuk 
memberikan kompensasi kepada anggota kelompok yang dirugikan. Putusan 
hakim harus mencerminkan keadilan bagi semua anggota kelompok dan 
memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas tindakan mereka. 
 
Contoh Kasus Gugatan Perwakilan Kelompok 

Beberapa contoh kasus gugatan perwakilan kelompok dalam kasus 
perlindungan konsumen di Indonesia, antara lain : 

 
4 M.H, Nafiatul Munawaroh, S. H. Gugatan Kelompok atau Class Action: Syarat dan Prosedurnya. 2022, 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kelompok-atau-iclass-action-i--syarat-dan-prosedurnya-

cl2436/. 
5 Tilaar, Ricko. “PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI 

MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG 
PERLINDUNGAN KONSUMEN.” LEX PRIVATUM, vol. 1, no. 2, Mei 2013. ejournal.unsrat.ac.id, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1708. 
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1. Kasus Gugatan Perwakilan Kelompok Terhadap PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. Cabang Kediri 

Kasus ini terkait dengan penarikan dana nasabah tanpa sepengetahuan 
nasabah. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bank BNI terbukti melakukan 
pelanggaran dan memerintahkan bank untuk mengembalikan dana nasabah yang 
ditarik secara tidak sah. Dalam kasus ini, sejumlah nasabah BNI mengajukan 
gugatan kelompok karena mengalami kerugian yang serupa. Putusan ini 
memberikan keadilan bagi nasabah dan menegaskan tanggung jawab bank dalam 
melindungi dana nasabah. 
2. Kasus Gugatan Perwakilan Kelompok Terhadap PT. Telekomunikasi Seluler Tbk. 
(Telkomsel) 

Kasus ini terkait dengan tarif interkoneksi yang dianggap terlalu tinggi. 
Mahkamah Agung memutuskan bahwa Telkomsel terbukti melakukan 
pelanggaran dan memerintahkan Telkomsel untuk menurunkan tarif interkoneksi. 
Gugatan ini diajukan oleh sekelompok konsumen yang merasa dirugikan oleh tarif 
interkoneksi yang tidak wajar. Putusan ini menunjukkan bahwa perusahaan 
telekomunikasi harus menetapkan tarif yang adil dan tidak memberatkan 
konsumen. 
3. Kasus Gugatan Perwakilan Kelompok Terhadap PT. PLN (Persero) 

Kasus ini terkait dengan pemadaman listrik yang sering terjadi dan 
merugikan konsumen. Mahkamah Agung memutuskan bahwa PLN harus 
memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan oleh pemadaman 
listrik yang tidak wajar. Gugatan ini memperlihatkan pentingnya tanggung jawab 
perusahaan penyedia layanan publik dalam memastikan kualitas layanan yang 
memadai bagi konsumen. 
 
Kendala dalam Pelaksanaan Gugatan Kelompok 

Meskipun gugatan perwakilan kelompok merupakan instrumen penting dalam 
melindungi hak-hak konsumen, praktiknya masih menghadapi beberapa kendala, 
seperti: 
1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat 

Banyak konsumen yang belum mengetahui bahwa mereka dapat 
mengajukan gugatan kelompok untuk memperjuangkan hak-hak mereka. 
Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme ini menjadi salah satu 
penyebab utama. Kampanye edukasi yang lebih luas dan intensif diperlukan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk 
memperjuangkannya. 
2. Proses Persidangan yang Rumit dan Memakan Waktu Lama 

Proses persidangan gugatan kelompok sering kali memerlukan waktu yang 
cukup lama, terutama jika kasusnya kompleks dan melibatkan banyak bukti. Hal 
ini dapat menjadi hambatan bagi konsumen yang menginginkan penyelesaian 
cepat. Penyederhanaan prosedur dan peningkatan efisiensi di pengadilan dapat 
membantu mempercepat proses penyelesaian gugatan kelompok. 
3. Biaya yang Mahal 

Meskipun gugatan kelompok bertujuan untuk mengurangi beban biaya bagi 
individu, dalam praktiknya, biaya untuk mengajukan dan menjalankan gugatan 
kelompok masih bisa sangat tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh biaya hukum 
dan administrasi yang harus ditanggung oleh wakil kelompok. Solusi potensial 
adalah menyediakan bantuan finansial atau subsidi hukum bagi konsumen yang 
mengajukan gugatan kelompok. 
4. Kapasitas Pengadilan 
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Pengadilan di Indonesia sering kali kekurangan sumber daya, baik dalam 
hal jumlah hakim yang berkompeten maupun fasilitas yang memadai. Ini dapat 
memperlambat penanganan kasus gugatan kelompok. Peningkatan kapasitas 
pengadilan dan pelatihan khusus bagi hakim dalam menangani kasus gugatan 
kelompok bisa menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini. 
5. Kompleksitas Hukum dan Regulasi 

Hukum dan regulasi terkait gugatan kelompok masih sering kali dianggap 
kompleks dan sulit dipahami oleh konsumen awam.6 Penyederhanaan dan 
harmonisasi regulasi dapat membantu memudahkan konsumen dalam 
mengajukan gugatan kelompok. 

 
Untuk memperkuat mekanisme gugatan kelompok, beberapa langkah yang bisa 
diambil meliputi: 
1. Edukasi dan Sosialisasi 

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konsumen dan 
mekanisme gugatan kelompok melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang 
intensif. LPSKM, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dapat berkolaborasi 
untuk menyebarkan informasi ini ke seluruh lapisan masyarakat. 
 
2. Peningkatan Peran LPSKM 

LPSKM dapat memainkan peran lebih aktif dalam mendukung konsumen 
yang ingin mengajukan gugatan kelompok. Dukungan ini bisa berupa bantuan 
hukum, advokasi, dan pendampingan selama proses pengadilan. LPSKM juga bisa 
menjadi jembatan antara konsumen dan lembaga-lembaga pemerintah terkait. 
3. Penyederhanaan Proses Hukum 

Menyederhanakan proses hukum dan mengurangi birokrasi yang tidak 
perlu untuk mempercepat penyelesaian gugatan kelompok. Ini termasuk 
penyederhanaan prosedur pengajuan gugatan dan peningkatan efisiensi dalam 
proses persidangan. 
4. Bantuan Finansial 

Menyediakan bantuan finansial atau subsidi hukum bagi konsumen yang 
mengajukan gugatan kelompok. Pemerintah atau lembaga donor bisa memberikan 
dana bantuan untuk menutupi biaya hukum dan administrasi. 
5. Penguatan Regulasi 

Mengharmonisasi dan menyempurnakan regulasi yang mengatur gugatan 
kelompok untuk memastikan bahwa hukum dan regulasi ini mudah dipahami dan 
diakses oleh konsumen. Regulasi yang jelas dan terkoordinasi dapat memberikan 
kerangka kerja yang solid bagi gugatan kelompok. 
6. Peningkatan Kapasitas Pengadilan 

Meningkatkan kapasitas pengadilan dalam menangani gugatan kelompok, 
termasuk pelatihan khusus bagi hakim dan penambahan sumber daya yang 
diperlukan. Ini akan membantu pengadilan menangani kasus gugatan kelompok 
dengan lebih efisien dan efektif. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa gugatan perwakilan kelompok 
dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen di 
Indonesia. Melalui upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga 
swadaya, sistem perlindungan konsumen di Indonesia dapat terus berkembang 
dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang dirugikan oleh praktik usaha 
yang tidak adil. 

 
6 Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). https://pn-lasusua.go.id/v/hukum/prosedur-

gugatan-perwakilan-kelompok-class-action.html. 
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3. Dampak Dari Penerapan Gugatan Kelompok Terhadap Perilaku Pelaku Usaha 

Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia 
Penerapan gugatan kelompok atau “class action” di Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diyakini membawa 
dampak positif yang signifikan bagi perilaku pelaku usaha dan perlindungan 
konsumen. Dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. 

 
Dampak terhadap Perilaku Pelaku Usaha 

1. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Aturan 
Ancaman gugatan kelompok dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih 

patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, terutama terkait dengan 
perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan pelaku usaha akan lebih berhati-hati 
dalam menjalankan bisnisnya untuk menghindari risiko tuntutan hukum kolektif 
dari konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha akan lebih memperhatikan 
kepentingan konsumen dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga 
konsumen mendapatkan manfaat dari harga yang lebih kompetitif dan kualitas 
produk yang lebih baik. 

2. Mendorong Persaingan yang Sehat 
Dengan berkurangnya praktik pelanggaran hak konsumen, persaingan 

usaha di Indonesia diharapkan menjadi lebih sehat. Pelaku usaha tidak lagi dapat 
bersaing dengan cara yang curang dan merugikan konsumen, sehingga konsumen 
mendapatkan manfaat dari harga yang lebih kompetitif dan kualitas produk yang 
lebih baik. Persaingan yang sehat ini juga dapat meningkatkan kesadaran pelaku 
usaha akan pentingnya memperhatikan kepentingan konsumen. 

3. Meningkatkan Kesadaran Akan Kepentingan Konsumen 
Penerapan gugatan kelompok dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha 

akan pentingnya memperhatikan kepentingan konsumen. Pelaku usaha didorong 
untuk lebih fokus pada kepuasan konsumen dan membangun hubungan yang baik 
dengan konsumennya. Dengan demikian, pelaku usaha akan lebih memperhatikan 
kepentingan konsumen dan mematuhi peraturan yang berlaku. 

 
Dampak terhadap Perlindungan Konsumen: 

1. Meningkatkan Akses Keadilan bagi Konsumen 
Gugatan kelompok memungkinkan konsumen yang dirugikan untuk 

mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah dan murah. Konsumen tidak perlu 
lagi menuntut secara individu, sehingga biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan sengketa menjadi lebih hemat.7 Dengan demikian, konsumen dapat 
lebih mudah mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai. 
2. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum 

Gugatan kelompok dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan 
hukum perlindungan konsumen. Dengan adanya gugatan kelompok, Badan 
Pengawas Perlindungan Konsumen dan Usaha Adil (BPKPU) dan lembaga 
berwenang lainnya dapat lebih mudah dalam menindak pelaku usaha yang 
melanggar hak konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha yang melanggar hak 
konsumen dapat lebih mudah ditindak dan dihukum. 
3. Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Usaha 

 
7 KAJIAN SOSIOLOGIS GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM PERLINDUNGAN 

HUKUM KONSUMEN | Solusi. jurnal.unpal.ac.id, 
http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/430. 
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Sanksi yang dijatuhkan dalam gugatan kelompok, seperti ganti rugi yang 
besar, dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan 
pelanggaran hak konsumen di masa depan. Dengan demikian, pelaku usaha akan 
lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya dan mematuhi peraturan yang 
berlaku. 

 
Namun, perlu diingat bahwa penerapan gugatan kelompok di Indonesia masih 

dalam tahap awal dan masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, 
seperti : 
1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat 

Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep gugatan 
kelompok dan bagaimana cara mengajukannya. Hal ini dapat menghambat 
efektivitas gugatan kelompok dalam melindungi hak konsumen. 
2. Biaya yang Tinggi 

Meskipun gugatan kelompok dapat menghemat biaya bagi konsumen secara 
individu, namun secara keseluruhan, gugatan kelompok masih membutuhkan 
biaya yang tinggi, terutama untuk biaya advokat. Hal ini dapat menjadi kendala 
bagi konsumen yang ingin mengajukan gugatan kelompok. 

4. Lambatnya Proses Persidangan 
Proses persidangan gugatan kelompok umumnya memakan waktu yang 

lama, sehingga konsumen harus menunggu lama untuk mendapatkan ganti rugi. 
Dengan demikian, konsumen harus bersabar dan memahami bahwa proses 
persidangan ini memerlukan waktu yang cukup lama. 

 
Dalam beberapa kasus, gugatan kelompok di Indonesia telah membawa dampak 

positif yang signifikan bagi perlindungan konsumen. Misalnya, dalam kasus 
gugatan sembilan konsumen gas elpiji kepada Pertamina atas kenaikan harga gas 
elpiji, gugatan tersebut berhasil membantu konsumen mendapatkan ganti rugi 
yang sesuai. Dengan demikian, penerapan gugatan kelompok di Indonesia diyakini 
dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen dan mematuhi peraturan 
yang berlaku. 

 
  D. KESIMPULAN DAN SARAN 
    kesimpulan 

Gugatan kelompok merupakan mekanisme penting dalam melindungi hak-
hak konsumen di Indonesia. Meskipun ada banyak tantangan, manfaat dari 
mekanisme ini jelas dalam hal akses keadilan, efisiensi proses hukum, dan 
pengaruh terhadap perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas gugatan 
kelompok, perlu ada peningkatan kesadaran publik, penyederhanaan prosedur 
hukum, dukungan finansial, dan pelatihan bagi pengacara. Dengan langkah-
langkah ini, diharapkan bahwa mekanisme gugatan kelompok dapat lebih efektif 
dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. 

Gugatan perwakilan kelompok merupakan instrumen penting dalam 
melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Instrumen ini memungkinkan 
konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan, meskipun jumlahnya 
banyak dan tidak mudah untuk diidentifikasi secara individual. Dengan terus 
meningkatkan pemahaman masyarakat dan menyempurnakan proses 
peradilannya, diharapkan instrumen ini dapat lebih efektif dalam melindungi hak-
hak konsumen. 

Dalam beberapa kasus, gugatan kelompok di Indonesia telah membawa 
dampak positif yang signifikan bagi perlindungan konsumen. Misalnya, dalam 
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kasus gugatan sembilan konsumen gas elpiji kepada Pertamina atas kenaikan harga 
gas elpiji, gugatan tersebut berhasil membantu konsumen mendapatkan ganti rugi 
yang sesuai. Dengan demikian, penerapan gugatan kelompok di Indonesia diyakini 
dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen dan mematuhi peraturan 
yang berlaku. 

 
 

Saran 
1. Kami menyarankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak 

konsumen dan pentingnya gugatan perwakilan kelompok dalam melindungi hak-
hak tersebut. Dengan demikian, konsumen akan lebih sadar dan siap mengajukan 
gugatan bila hak-hak mereka dirugikan. 

2. Kemudian kami menyarankan agar meningkatkan efektivitas gugatan perwakilan 
kelompok dengan menyederhanakan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini akan 
memudahkan konsumen dalam mengajukan gugatan dan mempercepat proses 
peradilan. 

3. Kemudian perlu meningkatkan dukungan finansial dan pelatihan bagi pengacara 
untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan sumber daya yang 
cukup untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok yang efektif. Dengan 
demikian, pengacara dapat lebih efektif dalam mewakili kepentingan konsumen 
dan memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. 

 

 
Gambar 1. Gambar ini menampilkan contoh gambaran class action.  
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